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Pelayanan Dasar? B R oL KETERTIBAN UMUM

DAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT
Pelayanan Dasar adalah
pelayanan publik untuk memenuhi
kebutuhan dasar warga negara

o

Standar Pelayanan Minimal adalah
ketentuan mengenai jenis dan mutu
Pelayanan Dasar yang merupakan
Urusan Pemerintahan Wajib yang
berhak diperoleh setiap warga negara
secara minimal

(Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2074 tentang Pemerintahan Daerah)
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Seballknya,
jumiah penduduk
Indonesia

m terkecil adalah
mereka yang
berusia 75
tahun ke atas.

SUNEER CMBC INDONESIA

Survei Penduduk Antar
Sensus (SUPAS) 2025
BPS menunjukkan
penduduk
Indonesia
didominasi anak
usia 0-4 tahun.
Kelompok ini mayoritas
berasal dari Generasi
Alpha, dengan bayi
yang lahir pada 2025
menjadi angkatan
pertama Generasi Beta.

&%
7

Pelayanan

6 Bidang Standar Pelayanan
Minimal (Pendidikan, Kesehatan,
Pekerjaan Umum, Perumahan
Rakyat, Trantibum Linmas, Sosial)

o
V4

Kelembagaan

Lembaga
Kemasyarakatan
Desa/Kelurahan
(LKD/K)

o
~

Pembinaan

Tim Pembina Posyandu
(TP Posyandu)

POSYANDU bertranformasi karena kebutuhan masyakat berkembang
POSYANDU menjadi wadah bagi masyarakat untuk mengidentifikasi
kebutuhan, menghubungkan kebutuhan tersebut dengan layanan
pemerintah, dan ikut memastikan bahwa pelayanan pemerintah telah
hadir

POSYANDU menjadi mitra strategis bagi pemerintah desa dan
kelurahan




Tujuan Negara

yang menjad: arah pembangunan nasional adalah

memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan

ketertiban duma
(Alinea 4. UUD 1945)

0 Tujuan Pembangunan Daerah @ @ @ @

adalah untuk peningkatan dan pemerataan
pendapatan Masyarakat, kesempatan kerja,
lapangan berusaha, meningkatkan akses dan
kualitas pelayanan publik|dan daya saing Daerah.

(Pasal 258 UU 23/2014)

G Tujuan Pembangunan Desa

‘f > ) v - ~ 5 -‘ . -
untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat r e 2 - > o Bt

WLAN DESA
Desa dan kualitas hidup manusia serta

penanggulangan kemiskinan melalul pemenuhan

I'.ISNMTM

kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan

prasarana Desa,|pengembangan potensi ekonomi ~ 2 A - ' - V - ool POTENSE EXONOIMI

LOK
lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan AL

lingkungan secara berkelanjutan.

(Pasal 78 UU 6/2014) : = . ' i.‘, Py




E POSYANDU BERPERAN PENTING DALAM PENCAPAIAN SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL (&%

@

RPJMD RKPD APBD

T E faat
RPJM DESA RKP DESA APB DESA OUTCOME (Manfaat)
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. . . Kerja
‘ g g - g ‘ 2. Peningkatan
- - Kesejahteraan
’ ' OUTPUT 3. Peningkatan Akses
Layanan

Posyandu menjadi mitra strategis pemerintah untuk memastikan setiap warga
negara di tingkat desa/kelurahan mendapatkan hak pelayanan dasarnya sesvai
dengan Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan
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INKLUSIF

PARTISIPATIF

1.  Lembaga Kemasyarakatan Desa
2. Lembaga Adat Desa

Permusyawaratan
Desa

1 55.786.110 RT

2. 18.154.504 RW

3. 2.079.639 Kelompok PKK
4 21.189.997 Karang Taruna

-------------------------------------------------------------------

Woakil dari penduduk desa yang
mewakili wilayah, perempuan,
penduduk (termasuk kelompok rentan)
berdasarkan kemampuan keuangan

desa m 4 %) ; .
248.862 anggota BPD /i (teregistrasi) :
e

Pemberdayaan Masyarakat




ESENSI “POSYANDU” BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2024

Posyandu merupakan bagian dari lembaga kemasyarakatan
desa/kelurahan sebagai wadah partisiposi masyarakat dan
mitra pemerintah desa/kelurahan dalam perenconasan,

pelaksanaan, serta pengawasan pembangunan guna

Posyandu terlibat dalam perenconaan desa melalui
Musrenbang.

Pelayanan Posyandu fleksibel, tidak terbatas 1 kali per
bulan.

/
/

Tim Pembina Posyandu (TP Posyandu) merupakan mitra kerja
pemerintah pusat dan daerah, pemerintah desafkelurahan, serta

lembaga kemasyarakatan yang berfungsi sebagai fasilitator,

Tien Pembina Posyondu sebogai mitra pemerintoh berfungsi sebogoi fasilitator,
¥ don bina di setiap jenjong

P

F P

. Tim Pembina Posyondu dibontuk borjonjong dari puset hingge deso untuk

N

d 3, Posyandu berperan sebagai pelaksana sekaligus
meningkatkan pelayanan desa.
pengowas pelayanan desa (6 SPM).
A ;
A /l Ketua Tim Pambine Posyandu (istri kopola deersh) memparkuet dukuag
P progrom/kegiatan don anggaran Posyondu.

Pembina perencana, pelaksana, dan pembina di sefiop jenjang guna parkuat koordinos! pombincan dan pembagian tugos sesual kewsnongon,
duk ok P d 4, TYim Pembine Posyondu goordinosikon perongkod doerch anggoto fim,
mendukung pefaksanaan program Posyandu. BRSO o b sl

DPMD.
A\ 4
i N
Pengurus Posyandu adalah individu yang memiliki kapasitas, 1. Membantu Tim Pembina Posyandu mengusulkan
pengetahuan, dan inovasi dalam pembangunan desa melalui ‘ program/kegiatan dan belanja desa.
perencanaan partisipatif, pelaksanaan, dan evaluasi sesuai standar 2. Melaksanakan kegiatan Posyandu di desa/kelurahan.
pelayanan minimal Posyandu. 3. Menyiapkan bahan penyusunan laporan kegiatan.
N =74
l/-‘ -
K lah ta ia, ;
ader Posyandu adalah anggota masyarakat yang bersedia, mampuy V. Kedar melaksanekian SETSHaa 6 bidang SPM.
ki i podd
dan memiliki waktu untuk membantu kepala desa/lurah dalam ‘ 2. Kader RASKAReRAIRNRAT aranger oI,
mberdayaan masyarakat, serta berpartisipasi dalam ncanaan
i A y et P 3. Kader memberikan pelayanan berkelanjutan sesuai

dan pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan pelayanan

sesuai standar pelayanan minimal.

kemampuan kevangan desa/kelurahan dan daerah.




FUNGSI, CAKUPAN DAN OUTPUT

: Pusat, Prov, ; Kebijakan,
Tim Pembina S[tirjl;ﬁlg;;f& Kab/Kota, AS;?:,;;?E?,S Regulasi,
Desa/Kelurahan Pembinaan

Manajerial & Kantor Desa, Kelurahan Dokumen Usulan,

Pengurus Perencanaan Desa/Kelurahan dap Tim Laporan !(ingrja,
Pembina Desa Koordinasi
Kader Teknis & Data Warga,
Dty Eksekusi M ;:;Erziat Wz;)rgla; Saans:r:an Edukasi KIE,
g frchinat Lapangan y Pemenuhan 6 SPM



TUGAS TIM PEMBINA

Pasal 19 Permendagri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Posyandu

' POSYANDU

POSYANDU
N, < S
N —

memberikan arahan mengoordinasikan melakukan melakukan melakukan
pelaksanaan program/kegiatan, pendampingan pembinaan kepada pemantauan dan
program/kegiatan/ subkegiatan kepada Pengurus Pengurus dan Kader; evaluasi
subkegiatan TP Posyandu; dalam pelaksanaan penyelenggaraan
TP Posyandu: kegiatan Posyandu; Posyandu.




TP POSYANDU DALAM PENYUSUNAN RKPD (TAHUNAN) PROV, KAB/KOTA

Pokir Dewan,
Hibah, Bansos

7
Rancangan Musrenbang Ranhir Perkada

Fasilitasi

TP POSYANDU

Ran
RKPD

Musrenbang
Kecamatan

Musrenbang
Desa

Ranwal 0 9 @
Data dan Renja Forum PD Ran Renja PD Ranhir Renja PD

informasi PD

Rakortek




TP POSYANDU DALAM PENYUSUNAN RKP DESA (TAHUNAN)

JUN

JUL AGT SEP OKT NOV DES
PEMUENTUKAN w“”":‘ES '
ENYUSUN PENTUSUNAMN ]
i h ko PERENCANAAN i
PEMBANGUNAN DESA i
TP POSYANDU

PENCERMATAN PAGU
INOIKATIF DAN
PENYELARASAN

PROG/KEG MASUK XE

DESA

P~HY|| UNAN
CANGAN RKPDes

MUSRENSANG DESA -

PENYUSUNAN RKPDoz

-3 B—4
°® |




u &7  POSYANDU HADIR MENYAMPAIKAN KEBUTUHAN LAYANAN 6 SPM MENJADI

USULAN PADA SAAT MUSRENBANG
Pendidikan ’
Kesehatan ‘ l

Mggm Musrenbang &
Dokumen Perencanaan

Perumahan d Pem bangunan
Rakyat Desa/Kelurahan/Daerah

Trantibumlinmas ’
Sosial
Kompilasi data  kebutuhan layanan 6 SPM

diinternalisasikan untuk memastikan setiap isu-
permasalahan dan usulan Masyarakat diakomodasi
sesuai kewenangan secara berjenjang dan tepat sasaran



PENGURUS POSYANDU

Posisi:

Berkedudukan di
Desa/Kelurahan,
ditetapkan langsung
melalui Keputusan
Kepala Desa/Lurah.

Kriteria Pemilihan:

Tokoh masyarakat yang
inovatif, mampu
membaca/menulis,
berdomisili setempat,
dan diakui oleh

TP Posyandu.

Kepala Desa / Lurah ) p— 1 S,  (Posvanpu

6 SPM

----




TUGAS PENGURUS POSYANDU

Pasal 10 Permendagri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Posyandu

\

menyusun perencanaan
dan pengusulan
program/kegiatan/
subkegiatan kepada
Pemerintah Desa/
Kelurahan;

menyiapkan bahan
penyusunan laporan
pelayanan Posyandu
kepada Kepala Desa;

==,

melaksanakan "o . R ©
program/kegiatan, ’ 8} i
subkegiatan Posyandu;

*melakukan koordinasi

" POSYANDU
DESA MAJU

dengan TP Posyandu di
tingkat Desa dalam
pelaksanaan program/
kegiatan, subkegiatan’
berdasarkan standar ;
pelayanan minimal sesuail== 99
dengan ketentuan ~ == POSYANDY
peraturan perundang- =
undangan; dan




a DARI PENGURUS, PEMDA MENGURAI ISU DAN PERMASALAHAN SPM MENJADI SASARAN PEMBANGUNAN( &%
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RPJMD RKPD

APBD
RPJM DESA RKP DESA APB DESA

FOKUS APBD PROV
o - 8 - S

Arah kebijakan provinsi Peningkatan Bankey

.
.
.0

Sub Kegiatan yg mendukung 6 SPM

. MUATAN RPJMD KAB/KOTA MUATAN RKPD KAB/KOTA

FOKUS APBD KAB/KOTA

: - - -
=S g I~ =
1. Arah kebijakan Kab/Kota

Sasaran RPJMD
* 3. Indikator Kinerja Utama

Sub Kegiatan yg mendukung 6 SPM

N

1. ADD

2. Peningkatan BHPDRD
3. Peningkatan Bankeu
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e,
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*
o
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DUKUNGAN PROGRAM-KEGIATAN-SUB KEGIATAN
DALAM SIPD UNTUK POSYANDU

FIAMICLA MEMUAMNA

BIEDAN FEMNGE LLIARAMN

G CHRR

AN TR KEMISKINARN
RELALITAN

KERMISKIMAN EKSTRERM
KOMLINIKAS] PLISL I
PP,

PEMBANTLLMNAN KELUARDGA
PEMNINGGHATAN PENDAPATAMN
PERIFANAN
PURSGAMPAMAN

POSYANDU

ST

STATISTIK SEKTUHZAL

STLNTING

Bidang Pendidikan
Bidang Kesehatan

Bidang Sosial

NS N E

EELY

Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Telah terdapat 28
sub kegiatan
perencanaan
pembangunan
daerah dengan
tagging “Posyandu” 3
diantaranya
merupakan
kewenangan provinsi
dan 25 lainnya
merupakan
kewenangan
kab/kota (20: Urusan
SPM, 5: Urusan Non
SPM)

28 Sub Kegiatan
yang mendukung
tematik pembangunan
“Posyandu” terdiri dari
beberapa bidang
urusan pemerintahan
yaitu:

NOMEMKLATUR SUBKEGIATAN RKPD TAHUN 2025

Filter Data

Jenis PFemdo ENES PEMCHA

€ egiatan

Ternotik Permbongunan POEYANDU

JENIS
NO PEMDA BIDANG PROGRAM

KEQATAN SUBKEOIATAN

< seo [

KINERJA

INDIXATOR

SATUAN




TUGAS KADER POSYANDU

Pasal 8 Permendagri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Posyandu

Pendataan
Mengidentifikasi

Persiapan

Menyiapkan sarana
dan prasarana fisik sasaran warga
sebelum pelayanan sesuai Standar
dimulai. Pelayanan Minimal.

KIE (Edukasi)

Memberikan
Komunikasi,
Informasi, dan
Edukasi secara
langsung kepada
masyarakat.

Kompilasi

Mengumpulkan
data layanan riil
di lapangan untuk
diserahkan ke
Tim Pengurus.




LANGKAH-LANGKAH PELAYANAN POSYANDU

Permendagri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Posyandu

Langkah-langkah Pelayanan Posyandu
SPM Bidang Kesehatan

UM comnresan Langkah-Lapgkah Pelay_anan Posyandu &5
SPM Bidang Pekerjaan Umum
3

wormw  Langkah-Langkah Pelayanan Posyandu
SPM Bldang Pendldlkan
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ALUR KERJA POSYANDU DARI PERMASALAHAN HINGGA KE ANGGARAN

a / EAPBD/APB Desa
RKPD/RKPDesa W% & P

S a
=il B
B CANTOR DESA

n .
Ay |
b A

Pengurus

VQ . @ ‘
B o'



DOKUMEN PERENCANAAN POSYANDU

P P EMD WA 3
POL PELAYANAN TERO A

RENCANA INDUK

POSYANDU

Ohwb =

Latar Belakang dilakukan transformasi Posyandu
Permasalahan dan Isu-isu strategis terkait layanan SPM
Peluang Posyandu dalam meningkatkan layanan SPM
Visi, Misi, dan Tujuan Posyandu

Target dan Sasaran Posyandu 2025-2029

TAHUN 2024-2029

kT PEMBINA
1 POS PELAYANAN TERPADLY

RENCANA
STRATEGIS

POSYANDU

TAHUN 2025-2029

Rincian Tujuan dan Sasaran Posyandu 2025-
2029

Rincian dukungan sub kegiatan yang mendukung
Sasaran Posyandu 2025-2029



TUJUAN DAN SASARAN POSYANDU

Tujuan Posyandu

1.

2.
3.
4.

s

Tujuan 1: Menyatukan Persepsi dan
Peningkatan Pemahaman.

TUJUAN

1

Tujuan-2: Menguatkan Regulasi dan
Kebijakan.

Tujuan 3: Menata dan Meningkatkan

Kapasitas Kelembagaan.

Tujuan-4: Memastikan layanan 6
bidang SPM tersedia dan terjangkau
bagi masyarakat melalui kolaborasi
dari para pemangku kepentingan.

Tujuan-5: Meningkatkan Kapasitas
Pengurus dan Kader Posyandu.

Tujuan-6: Meningkatkan Sarana,
Prasarana, dan Pendukung Lainnya.

Tujuan-7: Menguatkan Dukungan
Pendanaan

11 SASARAN STRATEGIS
(1) Peningkatan Kualitas Pelayanan 6 Bidang SPM

(2) Percepatan Proses Transformasi Posyandu
(3) Peningkatan dukungan Kebijakan Pemerintah Daerah

(4) Peningkatan kapasitas kelembagaan Posyandu

(5) Peningkatan jumlah layanan 6 bidang SPM melalui Posyandu yang terintegrasi dengan Prioritas Daerah

(6) Peningkatan jumlah layanan 6 bidang SPM melalui Posyandu yang didukung oleh lembaga Non-Pemerintah

(7) Peningkatan kompetensi teknis pelayanan 6 bidang SPM kader Posyandu

(8) Peningkatan kompetensi manajerial pelayanan pengurus Posyandu

(9) Peningkatan sarana, prasarana dan pendukung lainnya di desa yang dibangun dari layanan Posyandu

(10) Persentase Posyandu yang telah memiliki sarana, prasarana dan pendukung lainnya secara lengkap

(11) Peningkatan alokasi anggaran Posyandu melalui pendanaan berbagai sumber



SASARAN STRATEGIS DAN TARGET POSYANDU NASIONAL
TARGET KINERJA SASARAN DI TINGKAT NASIONAL

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Nasional
2025 2026 2027 2028 2029
Peningkatan Kualitas Pelayanan 6 Bidang SPM Persentasi Posyandu Desa/Kelurahan yang menyediakan layanan 6 Bidang SPM 50% 60% 70% 80% 90%
Percepatan Proses Transformasi Posyandu Persentasi Posyandu Desa/Kelurahan yang telah dan sedang melakukan transformasi 50% 60% 70% 80% 90%
Posyandu
Peningkatan dukungan Kebijakan Pemerintah Persentase Daerah yang telah menyusun regulasi atau kebijakan yang mendukung 50% 60% 70% 80% 90%
Daerah Posyandu
Peningkatan kapasitas kelembagaan Posyandu Persentase Posyandu yang telah memiliki sekretariat tetap, registrasi resmi, memiliki 50% 60% 70% 80% 90%

dokumen administrasi lengkap
Peningkatan jumlah layanan 6 bidang SPM Persentase Posyandu yang melaksanakan layanan 6 bidang SPM mendukung 40% 50% 60% 70% 80%
melalui Posyandu yang terintegrasi dengan Prioritas Daerah

Prioritas Daerah
Peningkatan jumlah layanan 6 bidang SPM Persentase Posyandu yang bermitra dengan lembaga Non-Pemerintah 30% 40% 50% 60% 70%

melalui Posyandu yang didukung oleh lembaga

Non-Pemerintah

Peningkatan kompetensi teknis pelayanan 6 Persentase Kader yang telah mengikuti pelatihan teknis pelayanan 6 bidang SPM 50% 65% 75% 85% 95%
bidang SPM kader Posyandu
Peningkatan kompetensi manajerial pelayanan Persentase pengurus yang telah mengikuti pelatihan manajerial pelayanan Posyandu 50% 65% 75% 85% 95%

pengurus Posyandu
Peningkatan sarana, prasarana dan pendukung Persentase Posyandu yang telah memberikan layanan dengan menghasilkan 50% 65% 75% 85% 95%

lainnya di desa yang dibangun dari layanan peningkatan Sarana, Prasarana dan Pendukung lainnya terkait layanan 6 bidang SPM

Posyandu
Persentase Posyandu yang telah memiliki Persentase Posyandu yang telah memiliki sarana, prasarana dan pendukung lainnya 50% 65% 75% 85% 95%

sarana, prasarana dan pendukung lainnya secara lengkap

secara lengkap
Peningkatan alokasi anggaran Posyandu Persentase Posyandu yang alokasi anggarannya meningkat setiap tahun 30% 40% 50% 60% 70%

melalui pendanaan berbagai sumber



PENDANAAN POSYANDU

(Berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2024 tentang Posyandu)

PASAL 26

Pendanaan Posyandu bersumber pada:

d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
c. Anggaran Pendapatan dan Belan ja Kabupaten /Kota
d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan

e. Sumber lain yang sah;

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 27

Pemerintah daerah dan Pemerintah Desa wajib menganggarkan dana
untuk mendukung penyelenggaraan Posyandu sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 26 huruf b, ¢, dan d sesuai ketentuan perundang-undangan

Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendanai

program/kegiatan/sub kegiatan Posyandu dan insentif kader.

Pendanaan Posyandu bersumber pada APBN: dukungan
APBN yang bersumber dari APBN Kemendagri dan Kemenkes
(kondisi eksisting). Kedepan harapannya dapat didukung pula
oleh APBN K/L teknis lainnya (pelaksanaan 6 SPM).
Pendanaan Posyandu bersumber APBD Provinsi dan
Kabupaten Kota mempedomani:

Permendagri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman
Penyusunan RKPD Tahun 2026
Permendagri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman
Penyusunan APBD Tahun 2026

Pendanaan Posyandu bersumber pada  APBDes
mempedomani:

Permendagri No. 20 Tahun 2020 tentang Pengelolaan
Keuangan Desa

Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan
Dana Desa

Surat Dirjen Bina Pemerintahan Desa Nomor
100.3.2/4211 /BPD tentang Kodefikasi Kegiatan dan Belanja
APBDesa untuk Implementasi Posyandu 6 Bidang SPM

Sumber lain yang sah: misalkan dari CSR, dukungan
lembaga non pemerintah/mitra Pembangunan, dan
Swadaya Masyarakat.



PERMENDAGRI NO 14 TAHUN 2026 TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN RKPD TAHUN 2027

Hal Khusus Lainnya:

SALINAN ]
-

Penguatan Kelembagaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu). Menindaklanijuti

RPJMN Tahun 2025-2029 sesuai Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025,

Pemerintah Daerah provinsi/kabupaten/kota sesuai kewenangannya bermitra

dengan Tim Pembina Posyandu dalam penyusunan RKPD Tahun 2027, agar dapat

merencanakan hal-hal sebagai berikut:

1) pemantapan dan optimalisasi implementasi pembinaan Pos Pelayanan
Terpadu Enam Bidang Standar Pelayanan Minimal (Posyandu 6 Bidang SPM)
pada Organisasi Perangkat Daerah menangani pemerintahan desa dan yang
menangani SPM  Bidang Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum,
Perumahan Rakyat, Trantibumlinmas, dan Sosial dalam implementasi
Posyandu;

2) fasilitasi secara berjenjang kepada pemerintah desa dan kelurahan untuk
melakukan penataan kelembagaan Posyandu melalui percepatan penetapan
Keputusan Kepala Desa/Lurah tentang kepengurusan Posyandu;

3) dukungan operasional, peningkatan kapasitas sumber daya manusia baik
secara umum dan spesifik sesuai dengan program/kegiatan pelayanan 6
Bidang SPM bagi Tim Pembina, Pengurus dan Kader Posyandu tingkat
provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan, dan sarana
prasarana implementasi Posyandu;

4) insentif kader sesuai kemampuan keuangan daerah dan peraturan
perundang-undangan.



PERMENDAGRI NO 14 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN
PENYUSUNAN APBD TAHUN ANGGARAN 2026

Pemerintah Daerah kabupaten/kota menganggarkan dukungan terhadap pelaksanaan program
Prioritas Nasionas terhadap APBD kabupaten/kota TA 2026 berupa:

' n a a) Daerah yang memanfaatkan LMS dalam pembelajaran Digital;

SALINMAS

b) Sistem informasi desa berbasis PRODESKEL/EPDESKEL yang terintegrasi dengan SIPD-RI;

e .‘:*_F_,_-__ —— c) Desa yang difasilitasi dalam inisiasi kerja sama desa;
g 2 O o e e L d) Desa yang difasilitasi dalam penerapan pelayanan pemerintahan desa berbasis digital;
R L T LY L , -'.::_jj_l'f'_';j__'_-:j-_." g fsopiiatior e) Desa yang telah tertib administrasi pengelolaan aset desa;
D AT T SLAIEA 5 f) Pelatihan aparat pemerintah desa dan pengurus LKD;
MIZNTECR] Ll FIGCT B WGP (R DT padin Bl 17 Bt B2 g) Kabupaten/Kota yang menerapkan pengelolaan keuangan desa berbasis digital; dan
MENTER! SALAM NBCER: h) Kabupaten/Kota yang ditingkatkan kapasitas kader Posyandu dalam implementasi 6 SPM.

Selanjutnya, dalam rangka mewujudkan RPJMN Tahun 2025- 2029 guna pemantapan dan optimalisasi
implementasi pembinaan Posyandu 6 Bidang SPM, Pemerintah Daerah provinsi, kabupaten dan kota
sesuai dengan kewenangannya bermitra dengan Tim Pembina Posyandu untuk menganggarkan dalam
APBD TA 2026, melalui:
1) alokasi anggaran pada perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan desa dan
perangkat daerah yang membidangi SPM Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum,
RIIELA, TABILR 3008 MO 727 Perumahan Rakyat, Trantibumlinmas, dan Sosial. Penganggaran program, kegiatan, dan
subkegiatan pada perangkat daerah dimaksud dapat dilihat melalui tematik pembangunan
“Posyandu” yang telah tercantum pada SIPDRI;
oLty e Fa- 2) fasilitasi pemerintah desa dan kelurahan secara berjenjang untuk melakukan penataan
g b g kelembagaan Posyandu, melalui percepatan penerbitan Keputusan Kepala Desa/Lurah tentang
1 Taen 3017 twviseg " kepengurusan Posyandu. Targetnya adalah terbentuknya minimal 1125 lembaga Posyandu
s Tainlmbin | hingga akhir tahun 2026.
AL | Ll e 3) dukungan operasional, peningkatan kapasitas SDM baik secara umum dan spesifik sesuai dengan
b canli R program/kegiatan/subkegiatan pelayanan 6 Bidang SPM bagi Tim Pembina, Pengurus dan
Kader Posyandu Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan serta

sarana dan prasarana implementasi Posyandu.
4) insentif kader sesuai dengan kemampuan kevangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-
undangan.




Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa
Kementerian Dalam Negeri

Terima Kasi
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